BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Kriminologi
1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu
pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan
kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-
sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan
sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan
akibatnya,mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya
kejahatan." Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku
kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan
akibat (hukum sebab akibat). faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-
bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahataln.2 Kriminologi
sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan
pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab
dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan,
yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul

Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu

! Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm.
20

2 Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung,
2007, hlm. 5
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yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri
berdasar etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan
dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana
kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari
kejah'cltan.3

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan
penjahat (crime and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan,
kriminologi merupakan “the body of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu
pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek
pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner
dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas

mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Kriminologi dengan cakupan

kajiannya4:
a. orang yang melakukan kejahatan,
b. penyebab melakukan kejahatan,
c. mencegah tindak kejahatan,
d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan

kejahatan
Bonger memberikan definisi kriminologi “ilmu pengetahuan yang
mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan
dalam arti seluas-luasnya.” Sedangkan menurut sutherland Kriminologi “a
body of knowledge regarding crime as a social phenomenon” (tubuh
pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial). Termasuk kedalam

lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-

® Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 9
4 Abinktoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013,

him. 14
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undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap

pelanggaran undang-undang.

Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi
kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat
suatu bagian dari ilmu alam.

b. Sosiologi kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu
gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-
sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga
termasuk penyelidikan mengenai keadaan Psychology.

c. Psikologi kriminil, I[lmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari
sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat
ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama, bila
dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, tapi dapat juga
untuk menyusun tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai
gejala-gejala yang nampak pada kejahatankejahatan yang dilakukan
oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam psychologi
kriminil di mana penyelidikan psychologi kriminil/sosial mengenai
repercussis yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan
hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang
lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang

pengakuan seseorang.
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Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, Ilmu pengetahuan tentang
penjahat yang dihinggapi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
Penologi, Ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman
serta arti dan faedahnya.
Kriminalistik, [lmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki
teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan
ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan
tentang barang-barang, gropologi dan lain-lain.
Di samping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa :
Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk
menerapkan undangundang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan
yang dilakukan sematamata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah
terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila
disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah
meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak

semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
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c. Kriminalistik (policie scientific)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan
dan pengusutan kejahatan.5 Menurut M. P. Vrij, mendifinisikan
kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula
mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat
dari kejahatan tersebut. J. Constant, menyatakan kriminologi adalah
pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman), bertujuan menentukan
faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat, dengan
memperhatikan faktor faktor sosiologis, ekonomi dan individual °
E.Durkheim, seorang pakar sosiologi masyarakat, kejahatan bukan
saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan.’
Menurut Wood, kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang
diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan
perbuatan jahat dan penjahat termasuk di dalamnya reaksi dari
masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Jadi,
kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang
sebab-sebab terjadinya kejahatan baik itu timbul karena pelaku itu

sendiri berjiwa penjahat atau lingkungan sekitarnya.®

> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,

hlm. 10

® Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali, Jakarta, 2014, hlm. 140

" Abdussalam H.R, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 4

8 Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2012, him. 34
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2. Ruang Lingkup Kriminologi
Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi
tiga hal pokok, yaitu:

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of
making law) meliputi:

1) Definisi kejahatan

2) Unsur-unsur kejahatan

3) Relativitas pengertian kejahatan
4) Penggolongan kejahatan

5) Statistik kejahatan.

b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan
terjadinya kejahatan (breaking of laws), sedangkan yang dibahas dalam
Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi:

1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
2) Teori-teori kriminologi
3) Berbagai perspektif kriminologi

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of
laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar
hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon
pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal

prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah
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perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the
Breaking laws) meliputi:
1) Teori-teori penghukuman
2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa
tindakan pre-emtif, preventif represif, dan rehabilitatif.®
Menurut Sutherland, kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu
utama, yaitu :
a. Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisi ilmiah sebab sebab dari
pada kejahatan.
b. Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajati tentang sejarah
lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
c. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang
mempengaruhi perkembangan hukum pidana.
Objek studi kriminologi adalah:
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
b. Pelaku kejahatan dan
C. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun

terhadap pelakunya.

B. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat
yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan

secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum

°A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 2-3
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atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu
perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang
tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.Berdasarkan arti kejahatan berasal
dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang
memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat,
perbuata.n).10 Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat,
perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai
dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah
segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana
yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan
berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.
Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang
disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar
hukum pidana tertulis maupunputusan hakim yang dilakukan oleh seorang
yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh
Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan
adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja,
dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena
pikirannya, melainkan harus adasuatu tindakan atau kealpaan dalam
bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan
kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak

dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.

% Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya,
Semarang, 2011, hlm.196
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3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang

diakui secara hukum

4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau

pelanggaran.™

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai
aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis
artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau
undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi
hukuman. Aspek sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan
jika 1a mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat
menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di
masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat
yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat
kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan
ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai
penghambat atas kebahagiaan orang lain."

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan
oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris,
maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang
memiliki ciri-ciri: miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun
lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh

peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi

suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural

M. Al Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him.11-12
12 Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 115
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yang perlu diperhatikan di dalam analisis kriminologi Indonesia adalah
masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi keadaan ini sebenarnya
dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan
struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya
juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan
dan ketidakadilan ekonomi.*?
Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah
seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat
memunculkan  penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe
kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang
dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang
berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat
dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis
tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan
lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab
terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk
mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan

memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan

'3 Anang Priyanto, Kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 19
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nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan

tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena
faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah,
fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi
yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku
jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga
yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu
sibuk berkarier.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah
psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku
memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang
mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi
karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak
kunjung membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi cenderung lebih
mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban
hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal.

Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan
tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.** Pelaku

kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan

' Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, him
48.
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tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia
lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang
memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan
hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski
melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas
menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-
orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang
tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan
pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan
didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa
faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan
identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak
mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal.
Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk
menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya,
sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit
moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.™ Teori
sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan
ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.Teori ini

menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan

5 1bid.
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peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran,

keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni
sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang
deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi
simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk
dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak
terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan
bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan
sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa
orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses
meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses

imitation.

Teori Subkultural

Delikuensi menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur
sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang
dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status
sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang

sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial
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bertingkat tinggi.16 Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya
kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat
berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.
Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.
Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk
terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda,
pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orangorang
yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang
keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan
cenderung foya-foya.

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi
jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian
kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek
membuat  pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi
kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan
ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan
kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan
pencurian kendaran bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan
penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini
terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan
sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang

menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain,

'® Ende Hasbi Nassarudin, Op.Cit., hlm. 121-122
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rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan

diskriminasi.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif
yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial
maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejaha‘tan.17
Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni,

pre-emtif, preventif dan represif.

1. Pre-emtif

Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak
kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha usaha yang
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah
menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada
kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk
melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam
usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
Dalam upaya penanggulangan pre-emtif ini pihak Kepolisian sebagai
penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan sabung ayam
dengan cara memberikan pengertian tentang pentingya menaati hukum

yang berlaku.

7 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpolisian Masyarakat, Jakarta,
2005, hlm. 2
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Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi
dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan
pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika
melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran
akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, yang juga melakukan upaya ini adalah
media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah
terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif
tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang
ditimbulkan secara terus- menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat
yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya
ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada
agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan
kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola
kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematik untuk membangun
kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak
penghukumannya. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak
lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi
pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan

membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.

8 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlim.112-114
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2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari
upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya
kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan
kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik
daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana
semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat
perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya
dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode
abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual
yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya.
Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat
konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian
kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang
saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara
memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan
pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu
pula dipadukan 3 kemauan; political will, social will dan individual will.
Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu
didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media

melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh
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dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk

patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk

tidak berbuat kej ahatan.'®
Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah
dengan cara:

a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi
pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk
penyelesaian perkara pidana.

b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan
membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.

c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat
cepat, tepat, murah dan sederhana.

d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan
terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam
penanggulangan kriminalitas.

e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan

penanggulangan kriminalitas.

Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang
tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman.
Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku

kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar

19 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013,

hlm 170
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mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan
yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari
penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun
dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk
menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera
kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.
Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian
diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba
kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata
api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada
Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan,
karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan
agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai
upaya pemberian efek jera saja.Jika upaya-upaya penindakan yang
dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka
diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.

Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik
akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai
dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan

sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.”

20 M. Ali Zaidan, Op.Cit., him 109
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D. Tinjauan Umum Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “Stratbaar feit”. Istilah
stratbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai
istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana,
perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan
hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat
undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah
peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers® yang merumuskan peristiwa pidana sebagai
berikut: “Perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh
orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Kemudian menurut Simons? yang merumuskan pengertian tindak
pidana adalah sebagai berikut : “Tindakan melanggar hukum yang telah
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang
yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh
undang undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

dihukum”. Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi®® memberikan

2l Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2012, hlm. 75.

%2 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM
Press, Malang, 2009, hlm. 105

2 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, PT. Rafika Aditama,
Bandung, 2011, him. 98.
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pengertian tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana ialah suatu
tindakan pada tempat, waktu dan keadaaan tertentu, yang dilarang (atau
diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat
melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang
mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus
belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana
Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja
misalnya mengartikan tindak pidana sebagai: “Suatu perbuatan manusia
yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah
melakukan perbuatan itu”.?* Hal serupa dikemukakan Indriyanto Seno
Adji yang mengartikan tindak pidana sebagai: “Perbuatan seseorang yang
diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu
kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya”.

Sementara menurut Moeljatno® dalam bukunya bahwa pengertian
perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa
yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka tindak pidana dapat

diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang

2 Komariah E. Sapardjaja, Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia-
Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung,
2002, him. 22

2 Moceljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59
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mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan
oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak
pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari
unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a. Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinyaZG.
Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut®’ :
1) Kesengajaan atau kelalaian;
2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian,
penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam

kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

% p AF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192
2" Bvi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5
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b. Unsur Objektif
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan

keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

28

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai
berikut® :

1. Sifat melawan hukum;

2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar :
Simons® secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana,
sebagai berikut :

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak
berbuat atau membiarkan);

Diancam dengan pidana ;

Melawan hukum;

Dilakukan dengan kesalahan;

Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

0o

Loebby loqmansl, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana
meliputi :

a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang;

c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;

%8 p A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.cit., hlm. 193

2% Evi Hartanti, Op.Cit., him. 5.

% Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Cepat dan Mudah Memahami
Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 39

%! Erdianto Effendi, Op.Cit., him. 99
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d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian
1. Pengertian Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap
kesopanan di dalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu
sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang
dimaksud dengan “judi” adalah®: “Permainan yang memakai uang/barang
berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”. Sedangkan yang
dimaksud dengan “berjudi” adalah® : (1) Mempertaruhkan sejumlah
uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan
mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah
uang/harta semula; (2) Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan
taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban
Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian.
Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) berbunyi :
“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan,
dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada
peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mabhir,

dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang

32 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 479.
% Ibid.
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keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala
pertaruhan lainnya.”

Dari rumusan di atas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu34:

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung
pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini,
menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah
bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja,
misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;

2. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau
kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan
kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola,
permainan memanah, bermain bridge atau domino.

Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam
pertaruhan, yaitu35:

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya
yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau
bermain.

2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan
kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif,
maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam
segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa
permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di
televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan
kuis itu tidak termasuk permaina judi yang dilarang karena bersifat
hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang
saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan,
dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.
Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak

pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan

% Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005, him. 166
% Ibid.
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atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang
melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam
melarang perjudian dan hampir semua negara negara mengatur itu.
Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan
memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing masing, serta tidak

dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian
ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu
perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat
perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada
terganggunya ketertiban masyarakat.
a. Pasal 303 KUHP

Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau
denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah,
dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
le. dengan sengaja menawarkan atau memberikan
kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya
sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut
serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2¢  dengan sengaja menawarkan atau memberkan
kesempatan kepada khalayak umum untuk bermai judi,
atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk
itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk
menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu
syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;

3e. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata
pencaharian.
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(2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya,
dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

(3) Dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang
mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya
bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau
pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan
kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain,
yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau
bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya.

Selanjutnya yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah

permainan judi (hazardspel). Namun, KUHP tidak memuat tentang
bentuk-bentuk permaian judi secara rinci. Menurut R.Soesilo®, tidak
semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi
hanya permainan permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu
yang bernilai dan kemenangannya atau keuntungannya didasarkan
pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan
diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette,
bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda,
pertandingan bola, dan sebagainya.

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan

mengenai hal perjudian (hazardspel) yang dimuat dalam ayat (1)37:

1. butir le ada dua macam kejahatan;

2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan

3. butir 3e ada satu macam kejahatan.

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir le yaitu: kejahatan yang

“melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja

% R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 222
3" Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Op.cit., him. 158
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menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan
menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis
kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu:

Unsur-unsur Objektif:

a. Perbuatannya:
1) menawarkan kesempatan;
2) memberikan kesempatan.
b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin
c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.
Unsur Subjektif:
d. Dengan sengaja

Pada kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini
tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1)
menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan
kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa
ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang
yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang
dirumuskan pada Pasal 303bis yang akan dibahas kemudian.

Kemudian dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur
kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk
melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan
kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang

ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang

akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan
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sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu
ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir le adalah “melarang
orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu
perusahaan perjudian”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:
Unsur-unsur Objektif:

a. Perbuatannya: turut serta;

b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;
Unsur Subjektif:

c. Dengan sengaja

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta
(deelnemen). Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha
permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila
dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam
Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303
ini adalah lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk orang
yang turut melakukan (medepleger). Pengertian dari perbuatan turut
serta atau penyertaan (deelnemen) disini adalah selain orang yang
melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (medepleger)
menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu
melakukan (medeplichtig) dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk
orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang

membujuk melakukan (uitlokker), karena kedua bentuk yang
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disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang yang
melakukan perbuatan yang terlarang itu.®

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan
usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk
pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan
memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi
sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang
dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan
yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain
judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.

Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua ini
terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada
unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi.
Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut
serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam
kegiatan permainan judi.

Kejahatan ketiga ialah “melarang yang tanpa izin dengan sengaja
menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum
untuk bermain judi”. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif:

a. Perbuatan: (1) menawarkan, (2) memberi kesempatan

b. Objek: kepada khalayak umum

%8 Ibid., him. 162
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c. Untuk bermain judi tanpa izin Unsur Subjektif:

d. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan

bentuk pertama. Persamaanya adalah wunsur perbuatan, yaitu
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
Sedangkan perbedaanya adalah sebagai berikut®:

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan
kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa
kepada seseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada
khlayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika
hanya ditujukan pada sesorang atau beberapa orang saja.

2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua
perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan
pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

Kejahatan keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah

“larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan
usaha perjudian tanpa izin”. Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut: Unsur-unsur Objektif:

a. Perbuatannya: turut serta;

b. Objeknya: dalam usaha permainan judi tanpa izin; Unsur

Subjektif

c. Dengan sengaja

% Ibid., hlm. 163
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Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua,
perbedaanya adalah terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk
kedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian
sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur
turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian. Kegiatan
usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan
menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan
bermain judi kepada khalayak.*’

Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah “melarang orang yang
melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang
dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian unsur-
unsurnya sebagai berikut*":

a. Perbuatannya: turut serta

b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin

c. Sebagai mata pencaharian.

Dalam bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun
turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta
dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain

judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

b. Pasal 303 bis KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau
pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

0 1bid., hlm. 165.

4 Ibid.
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Ke-1 Barangsiapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi;

Ke-2 Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum
atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika
untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh
penguasa yang berwenang.

(2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak
pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu
kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara
maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta
rupiah.

Pada pasal ini, terdapat 2 (dua) jenis kejahatan tentang perjudian,

yaitu :

1) melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan

kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan

2) melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di

pinggir jalan, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum,
kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian
itu®,

1. Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut*:

a. Perbuatan: bermain judi

b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan
melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri,

melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa

“2 Ibid., hlm. 168
3 Ibid., hlm. 169
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terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal

303 bis KUHP juga tidak ada.

2. Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut*:

a. Perbuatan : ikut serta bermain judi;

b. Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat

dikunjungi umum;

c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Pada kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa
mendapat izin/ tidak berhak, karena menurut Pasal 303 perbuatan
memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus
tanpa 1izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan
kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya
adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua
menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun
rumusannya dalam kalimat lain yaitu “kecuali kalau ada izin”.
Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk
permainan judi akan dijatuhi dengan pidana, dan hal ini tidak
sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan
judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan

sifat melawan hukum.

* Ibid.
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Dari ketentuan Pasal 303bis ini dapat dilihat adanya
kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi
itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus
telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah
dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang
tidak dapat dilihat dari jalan umum®. Sama halnya dengan izin
yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar
perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidak
meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap
terpelihara dan terjaga.

Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis
perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam
perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6
(enam) tahun atau pidana denda maksimal sebasar Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dulu, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk
bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303
KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan
ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP
tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut UU

No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

® Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama,
Bandung, 2003, him. 130
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian
Pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1981 tentang
Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam (3) tiga jenis, yaitu46:

a) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

1) Roulette;

2) Black Jack;

3) Baccarat;

4) Creps;

5) Keno;

6) Tombola;

7) Super Ping-Pong;

8) Lotto Fair;

9) Satan;

10) Paykyu;

11) Slot Machine;

12) Ji Si Kie;

13) Big Six Wheel;

14) Chuca Luck;

15) Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang
berputar;

16) Pachinko;

17) Poker;

18) Twenty One;

19) HwaHwe;

20) Kiu-kiu.

b) Perjudian di Tempat Keramaian
1) Lempar Gelang;
2) lempar Uang;
3) Kim;
4) Pancingan;
5) Menembak sasaran yang tidak berputar;
6) Lempar bola;
7) Adu ayam;
8) Adu sapi;
9) Adu kerbau;
10) Adu kambing;
11) Pacuan kuda;
12) Pacuan anjing;
13) Mayong;

46 Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
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14) Erek-erek.

Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain
perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;

1) Adu ayam;

2) Adu sapi;

3) Adu kerbau;

4) Pacu kuda;

5) Karapan sapi;

6) Adu domba/kambing.



